
 

 

SALINAN 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 KABUPATEN KERINCI 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI 

NOMOR 16/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/V/2021 

TENTANG  

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

JAMBI TAHUN 2020 DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (6) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau atau 

Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang 

menyatakan bahwa Sekretariat dan staf Sekretariat PPS 

dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala 

desa/lurah atau sebutan lainnya; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III huruf B 

angka 1 Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor66/PP.06.4Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman 

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, 

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data 
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Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 476/PP.04.2Kpt/01/KPU/X/2020, yang pada 

intinya menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota 

menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau 

sebutan lainnya tentang Sekretariat PPS dan staf 

Sekretariat PPS dengan menetapkan Keputusan KPU 

Kabupaten/Kota; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a 

dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang 

Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara 

Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam wilayah 

Kabupaten Kerinci; 

 

Mengingat 

 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5898); 
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  2. Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor  3 Tahun 

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan 

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor  13 

Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan  

Komisi Pemilihan Umum Nomor  3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan 

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 
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Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1383); 

  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

66/PP.06.4Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman 

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, 

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran 

Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana diubah 

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 

476/PP.04.2Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan 

Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 66/PP.06.4Kpt/03/KPU/II/2020 tentang 

Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas 

Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 

Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan  

Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-

Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang perubahan atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 

Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah 
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Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jambi Tahun 2020; 

  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 

Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang   

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada 

Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-

Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang perubahan atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 

Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang 

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada 

Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020; 

    

Memperhatikan: Masing-masing Keputusan Kepala Desa dalam Wilayah 

Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Sekretariat Panitia 

Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Pada Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020; 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI 

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN 

SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG  

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 DALAM WILAYAH 

KABUPATEN KERINCI. 
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KESATU  A. Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa 

Koto Tuo Ujung Pasir Kecamatan Danau Kerinci: 

No. NAMA L/P ALAMAT JABATAN 

1. ADI SUMANTRI L KOTO TUO 
UJUNG PASIR 

SEKRETARIS 

2. OKI PURNANENDI L KOTO TUO 
UJUNG PASIR 

STAF 

 

B. Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa 

Pondok Beringin Kecamatan Sitinjau Laut: 

No. NAMA L/P ALAMAT JABATAN 

1. AIDIL HARTONDI L PONDOK 
BERINGIN 

SEKRETARIS 

2. KARTIKA RAHAYU P PONDOK 
BERINGIN 

STAF 

 

C. Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa 

Pasar Kerman Kecamatan Bukit Kerman: 

No. NAMA L/P ALAMAT JABATAN 

1. ILHAM ABABIL L PASAR 
KERMAN 

SEKRETARIS 

2. M. TAUFIK HIDAYAT L PASAR 
KERMAN 

STAF 

 

D. Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa 

Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman: 

No. NAMA L/P ALAMAT JABATAN 

1. AAT MARAJO L LOLO HILIR 
SEKRETARIS 

2. ROZA IRIANTI P LOLO HILIR 
STAF 

 

E. Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa 

Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman: 

No. NAMA L/P ALAMAT JABATAN 

1. 
ANANDA UILSA 

ONIPIA 
P LOLO 

GEDANG 

SEKRETARIS 

2. NURITA P LOLO 
GEDANG 

STAF 
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F. Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa 

Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya: 

No. NAMA L/P ALAMAT JABATAN 

1. DIGO SAPUTRA L BARU 
LEMPUR 

SEKRETARIS 

2. ZARO AGAROSI L BARU 
LEMPUR 

STAF 

 

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara  

Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 di tingkat 

desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak 

ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 5 Juni 2021. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat 

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Sungai Penuh 

pada tanggal 12 Mei 2021 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KERINCI, 

 

ttd. 

 

KUMAINI 
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